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ABSRAKSI

Nama : Bagoes Herlambang Keegan
NIM :201810110311429
Judul : Problematika Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna

Jasa Prostitusi (Studi Kasus Polres Kabupaten Blitar)
Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan
memiliki dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Di
Indonesia, prostitusi tidak secara eksplisit dilarang dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum
dalam menindak pengguna jasa prostitusi. Skripsi ini bertujuan untuk
menganalisis problematika kekosongan hukum terhadap pengguna jasa
prostitusi di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari beberapa bahan
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terhadap
pengguna jasa prostitusi di Indonesia menimbulkan beberapa problematika,
contohnya lemahnya penegakan hukum, tindak pidana perdagangan orang,
pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan
bahwa kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia
perlu segera diatasi. Salah satu solusinya adalah dengan merevisi KUHP
agar secara terang-terangan melarang dan menindak pengguna jasa
prostitusi. Selain itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan

terhadap perempuan yang terlibat dalam prostitusi.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Pengguna Jasa Prostitusi, Prostitusi, Penegakan

Hukum, Hak Asasi Manusia.
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ABSTRACT

Name : Bagoes Herlambang Keegan
NIM :201810110311429
Tittle  : The Problematic of a Legal Vacuum Regarding Clients of
Prostitution Services (A Case Study of Blitar District
Police Department)
Adviser : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum
Prostitution is a complex social phenomenon with detrimental consequences for
individuals, society, and the nation. In Indonesia, prostitution is not explicitly
prohibited in the Criminal Code (KUHP). This creates a legal vacuum in
prosecuting prostitution users. This thesis aims to analyze the problematic aspects
of the legal vacuum surrounding prostitution users in Indonesia. Research data is
obtained from primary and secondary legal sources. The research results show that
the legal vacuum regarding prostitution users in Indonesia leads to several
problems, including weak law enforcement, huuman trafficking, human rights
violations. Based on the research findings, it is concluded that the legal vacuum
regarding prostitution users in Indonesia needs to be addressed immediately. One
solution is to revise the Criminal Code to explicitly prohibit and punish prostitution
users. In addition, preventive measures and rehabilitation programs should be

implemented for women involved in prostitution.

Keywords: Legal Vacuum, Prostitution Users, Prostitution, Law Enforcement,

Human Rights.
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